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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI  

DANA DESA OLEH PEJABAT DESA  

(STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG) 

 

 

Oleh 

 

NUR JIHAAN FAUZIYYAH 

 

 

Kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa di Kabupaten Tulang Bawang 

merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan dan terus terulang setiap 

tahunnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat desa tetap berada dalam kondisi 

yang memprihatinkan akibat minimnya akses terhadap fasilitas dasar yang 

memadai. Sehubungan dengan itu permasalahan dalam penelitian ini adalah 

apakah faktor penyebab kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa dalam 

perspektif kriminologi? serta bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan 

korupsi dana desa oleh pejabat desa?  

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. 

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari studi lapangan, data sekunder dan data tersier. Narasumber pada 

penelitian ini ialah Aparat penegak hukum pada Kepolisian dan Kejaksaan, APIP 

Insprektorat, pelaku korupsi dana desa di Kabupaten Tulang Bawang serta Dosen 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah 

dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, kemudian dianalisis secara 

kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-

kenyataan yang diperoleh dari penelitian.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa korupsi dana desa 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti sifat serakah (greed) oleh pelaku untuk 

mencapai kepuasan diri. Adanya kesempatan (opportunities) yang muncul akibat 

kewenangan dan jabatan pelaku. Kebutuhan (needs) untuk memenuhi gaya hidup 

yang berlebihan. Serta pengungkapan (exposures) yang menjadi konsekuensi atas 

perbuatannya. Lemahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman 

mengenai tata kelola keuangan desa turut menjadi faktor terjadinya korupsi dana 

desa. Upaya penanggulangan korupsi dana desa dilakukan melalui pendekatan 
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penal dengan penerapan sanksi hukum jika dalam kurun waktu 60 hari pelaku 

tidak mengembalikan kerugian negara. Serta pendekatan non-penal melalui 

sosialisasi secara rutin mengenai pencegahan korupsi dan cyber pungli, serta 

pendampingan dalam pengelolaan anggaran dari tahap perencanaan, pelaksanaan 

hingga pelaporan. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah hendaknya memastikan 

adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan menerapkan sistem 

audit rutin dan pengawasan independen. Selain itu, Pemerintah pusat perlu 

memperhatikan persyaratan tentang batas pendidikan seorang kepala desa, 

sehigga tata kelola anggaran desa tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dari 

sisi penal, aparat penegak hukum hendaknya bersikap tegas dalam menegakkan 

hukum, termasuk memberikan sanksi berat bagi pelaku. Dari sisi non-penal, 

pemerintah daerah sebaiknya memperkuat upaya pencegahan melalui pelatihan 

pengelolaan keuangan yang transparan serta melakukan monitoring dan evaluasi 

berkala terhadap pejabat desa. 

 

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Korupsi, Dana Desa.



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CORRUPTION CRIME VILLAGE 

FUNDS BY VILLAGE OFFICIALS (STUDY IN THE JURISDICTION OF 

TULANG BAWANG DISTRICT) 

 

 

Oleh 

NUR JIHAAN FAUZIYYAH 

 

 

 

The crime of corruption of village funds by village officials in Tulang Bawang 

Regency is an increasingly worrying issue and continues to recur every year. This 

results in village communities remaining in a concerning condition due to 

minimal access to adequate basic facilities. In this regard, the problem in this 

study is what are the factors causing the crime of corruption of village funds by 

village officials from a criminological perspective? and how are efforts to 

overcome the crime of corruption of village funds by village officials? 

 

This research was conducted using an empirical legal approach. The sources and 

types of data in this study are primary data obtained from field studies, secondary 

data and tertiary data. The sources in this study were law enforcement officers at 

the Police and Prosecutor's Office, APIP Inspectorate, perpetrators of village 

fund corruption in Tulang Bawang Regency and Lecturers at the Faculty of Law, 

University of Lampung. The data obtained were then processed by checking and 

correcting the data, then analyzed qualitatively in order to obtain a conclusion 

that describes the facts obtained from the research. 

 

The results of the study and discussion show that village fund corruption is caused 

by factors such as greed by the perpetrators to achieve self-satisfaction. The 

existence of opportunities that arise due to the authority and position of the 

perpetrators. The need to fulfill an excessive lifestyle. As well as exposures that 

are the consequences of their actions. The low level of education and lack of 

understanding of village financial governance are also factors in the occurrence 

of village fund corruption. Efforts to overcome village fund corruption are carried 

out through a penal approach by implementing legal sanctions if within 60 days 

the perpetrators do not return the state losses. As well as a non-penal approach 

through routine socialization regarding the prevention of corruption and cyber 
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extortion, as well as assistance in budget management from the planning, 

implementation to reporting stages. 

 

The suggestion in this study is that the local government should ensure 

transparency in the management of village funds by implementing a routine audit 

system and independent supervision. In addition, the central government needs to 

pay attention to the requirements regarding the educational level of a village 

head, so that village budget management is not carried out arbitrarily. From the 

penal side, law enforcement officers should be firm in enforcing the law, including 

imposing severe sanctions on perpetrators. From the non-penal side, the local 

government should strengthen prevention efforts through transparent financial 

management training and conducting periodic monitoring and evaluation of 

village officials. 

 

Keywords: Criminology, Corruption Crime, Village Funds.
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MOTTO 

 

 

”Maka sesungguhnya besama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta 

kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Asy-Syarh 94:5-6) 

 

 

 

”Lokasi lahir boleh dimana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Apapun latar 

belakangnya, bermimpilah yang tinggi batasnya itu langit.” 

(Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.) 

 

 

 

”Yesterday is history, tomorow’s a mystery”  

 

(Justin Timberlake)
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia adalah negara yang secara tegas mendasarkan sistemnya pada prinsip 

negara hukum (rechstaat), bukan sekadar pada kekuasaan (machstaat).  

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai 

negara hukum yang demokratis, Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan penghormatan terhadap Hak 

Asasi Manusia sebagai salah satu pilar utamanya. Dalam konteks ini, negara 

memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang 

setara di hadapan hukum. 

Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur yang 

menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan. Melalui 

hukum, hak dan kewajiban setiap individu dijelaskan, dilindungi, dan 

ditegakkan. Prinsip ini bertujuan menciptakan harmoni antara kebebasan 

individu dan kepentingan kolektif, sehingga hukum tidak hanya menjadi 

perangkat aturan, tetapi juga refleksi nilai-nilai keadilan yang mencerminkan 

aspirasi bangsa. Dalam negara hukum yang demokratis, supremasi hukum 

menjadi pedoman utama, yang memastikan bahwa seluruh kekuasaan dan 

tindakan negara tunduk pada aturan yang berlaku demi terciptanya kehidupan 

yang adil, tertib, dan sejahtera. 

Ketaatan hukum masyarakat yang ada di Indonesia disayangkan masih sangat 

memprihatinkan dapat dilihat dari maraknya kejahatan korupsi yang terus 

menerus terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan suatu peristiwa yang rumit, 

dilihat dari perspektif hukum bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan dan 
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sosiologi melihat bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, struktural dan 

institusional.1 Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi amat 

berbahaya, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, 

dan tatanan hukum keamanan nasional.2 Maka beberapa pakar hukum sepakat 

bahwa korupsi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam extra ordinary crime 

(kejahatan luar biasa).3 

Korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang mengklasifikasikan korupsi menjadi tujuh bentuk yaitu, 

merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, 

pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 

gratifikasi.4 Definisi korupsi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam 

Pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan negara atau perekonomian negara.  

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat dan 

daerah, saat ini korupsi bahkan masuk ke dalam lini terkecil pemerintahan desa. 

Keberadaan desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Desa atau masyarakat adat dan sebagainya, sudah menjadi 

bagian penting dalam tatanan suatu negara jauh sebelum bangsa dan negara 

modern terbentuk.5 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desa ditempatkan sebagai suatu 

organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu 

 
1 Nanang T. Puspito (dkk), Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: 

Kemendikbud, 2011, hlm.5. 
2 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.13. 
3 Muhammad Hatta, Kejahatan Luar Biasa, Aceh: Unimal Press, 2019, hlm.20. 
4 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami 

Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006, hlm.15-17. 
5 Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), 

Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2014, hlm.361. 
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untuk mengatur warganya. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam 

segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah 

untuk mengalokasikan Dana Desa, Dana Desa tersebut dianggarkan setiap 

tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.6 

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pendapatan desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan 

mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.  

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 

persen dari dan diluar dana transfer ke daerah. Selain itu, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) 

yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa 

(ADD APBN & ADD APBD), diperhitungkan setiap desa akan menerima dana 

minimal 1 Miliyar di wilayah Jawa. Sementara itu, desa-desa di luar Jawa, yang 

biasanya mendapat bagian dana lebih besar dari pemerintah pusat, tentu akan 

menerima alokasi dana yang lebih besar pula. Sumber pendanaan desa di atas 

belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10% dana bagi 

hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten serta pendapatan asli Desa.  

Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas 

berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa 

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap 

memberikan laporan dan pertanggungjawaban.  Pemerintah pusat memberikan 

kebebasan kepada desa untuk mengatur Dana Desa yang meninggalakan 

banyak manfaat terutama dalam pembangunan desa. Hal ini tertuang di dalam 

 
6 Website: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana desa.pdf, Diakses pada, 21 Mei 2024, 

pukul 16.38 WIB. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang 

menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan otonomi 

daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam wujud otonomi yang luas, 

nyata dan bertanggungjawab. Pada posisi ini peran desa dalam menunjang 

kesuksesan pemerintahan dan pembangunan nasional secara luas sangatlah 

penting. Namun kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan 

oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ada pada pemerintahan 

desa.  

Minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa 

membuat aliran Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa 

oknum pejabat desa.7 Pemerintah sudah sangat optimis untuk melakukan 

pembangunan terutama pada tingkat desa, namun sektor proyek pembangunan 

inilah yang sering dilanggani para pelaku korupsi untuk mengais kekayaan 

negara. Menurut laporan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) 

di Tahun 2023 terdapat lonjakan yang signifikan yaitu sebanyak 791 kasus 

kejahatan korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat 

penegak hukum.  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerima laporan sebanyak 108 

kejahatan korupsi dari Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2023, Provinsi 

Lampung menempati peringkat ke 11 secara nasional dalam hal laporan 

kejahatan korupsi terbanyak yang disampaikan masyarakat kepada KPK.8 

Tercatat total kasus korupsi yang menyeret Pejabat/ Perangkat desa di 

Indonesia sejumlah 187 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 

162.255.928.594 (162 Miliar). 

 

 

 

 

 
7 Fathur Rahman, Achmad Baidhowi dan Ruth Agnesia Sembiring, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat 

Pemerintah Desa, Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm.32.  
8 Website KPK: https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2023.pdf, Diakses pada, 

21 juli, pukul 00:30 WIB. . 
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Gambar Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2023) 

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023 ICW.9 

Kejahatan korupsi terus menjadi isu yang tak henti-hentinya diberitakan, baik 

di media cetak maupun elektronik.10 Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2016, korupsi Dana Desa 

konsisten menempati posisi teratas sebagai sektor yang paling sering ditangani 

oleh aparat penegak hukum. Korupsi ini memberikan dampak yang luas dan 

merugikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Dana Desa yang 

seharusnya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, 

jembatan, dan fasilitas kesehatan, sering kali disalahgunakan oleh oknum 

tertentu. Akibatnya, tujuan utama alokasi dana tersebut, yaitu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat desa, tidak tercapai. Masyarakat desa tetap berada 

dalam kondisi hidup yang memprihatinkan akibat minimnya akses terhadap 

fasilitas dasar yang memadai. Di sisi lain, para pelaku korupsi justru menikmati 

keuntungan pribadi dari tindakan ilegal ini.  

Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga 

menciptakan ketimpangan sosial yang semakin mendalam dan menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Salah satu kasus dugaan 

korupsi Dana Desa terjadi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di 

 
9 Website ICW: 

https://antikorupsi.org/sites/default/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tr

en%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf, Diakses pada, 22 Mei, pukul 21:07 WIB. 
10 Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana M. Tijow, Model Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Jurnal Philosophia Law Review, Volume 1 Nomor 1 Mei 2021, 

hlm.25.  

https://antikorupsi.org/sites/default/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf
https://antikorupsi.org/sites/default/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf
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Kampung Hargo Mulyo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan. Pada tahun 2021, 

seorang tersangka berinisial SI (44), yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri 

Sipil, telah melakukan kejahatan korupsi terkait Dana Desa Tahun Anggaran 

2019. Pada saat kejadian, SI menjabat sebagai Penanggung Jawab Kepala 

Kampung Hargo Mulyo. Akibat dari kejahatan korupsi yang dilakukan oleh SI 

tersebut negara menanggung kerugian yang cukup signifikan, yakni sebesar 

Rp285.366.000.11  

Kejahatan korupsi dana desa kembali terjadi pada tahun 2022, di Kampung 

Hargo Rejo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, 

kejahatan korupsi dilakukan oleh pelaku berinisial SN (42). Pelaku, yang 

berprofesi sebagai petani, telah melakukan korupsi saat menjabat sebagai 

Sekretaris Kampung Hargo Rejo untuk Tahun Anggaran 2017 hingga 2019. 

Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp168.171.423.12  

Kasus serupa kembali terungkap pada tahun 2023 di Kampung Gedung 

Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, di mana tiga tersangka, yang semuanya 

merupakan mantan pejabat desa, telah terlibat dalam tindak pidana korupsi 

secara bersama-sama. Mereka melakukan penyalahgunaan terhadap 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahun 

Anggaran 2021 dengan nilai anggaran mencapai Rp4,6 miliar. Dari perbuatan 

tersebut, negara dirugikan sebesar Rp660.534.114,51. 13 

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi berbagai 

penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yang seharusnya dimanfaatkan 

untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penyimpangan ini 

sering kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, 

atau kelompok tertentu, baik secara individu maupun terorganisir. Tindakan ini 

tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang 

 
11 Website: TribunLampung, https://lampung.tribunnews.com/2021/12/04/diduga-markup-dana-

desa-eks-pj-kakam-di-tulangbawang-lampung-ditahan-kejaksaan, Diakses pada 23 Mei, pukul 

18:22 WIB.  
12 Website: TribataLampung, https://www.tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-

tulang-bawang-tangkap-pelaku-penyelewengan-dana-desa, Diakses pada 23 Mei, pukul 20:16 WIB.  
13 Website: RadarLampung, https://radarlampung.disway.id/read/677799/korupsi-dana-desa-kejari-

tulang-bawang-tetapkan-3-tersangka-kerugian-negara-capai-rp-660-juta, Diakses pada, 23 Mei, 

pukul 22:00 WIB. 

https://lampung.tribunnews.com/2021/12/04/diduga-markup-dana-desa-eks-pj-kakam-di-tulangbawang-lampung-ditahan-kejaksaan
https://lampung.tribunnews.com/2021/12/04/diduga-markup-dana-desa-eks-pj-kakam-di-tulangbawang-lampung-ditahan-kejaksaan
https://www.tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-tulang-bawang-tangkap-pelaku-penyelewengan-dana-desa
https://www.tribratanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-tulang-bawang-tangkap-pelaku-penyelewengan-dana-desa
https://radarlampung.disway.id/read/677799/korupsi-dana-desa-kejari-tulang-bawang-tetapkan-3-tersangka-kerugian-negara-capai-rp-660-juta
https://radarlampung.disway.id/read/677799/korupsi-dana-desa-kejari-tulang-bawang-tetapkan-3-tersangka-kerugian-negara-capai-rp-660-juta
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mencapai ratusan juta rupiah. Akibatnya, alokasi dana yang semestinya 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan 

pengembangan ekonomi desa menjadi tidak efektif. Korupsi semacam ini 

berdampak luas, termasuk menurunnya kualitas hidup masyarakat, lambatnya 

pertumbuhan ekonomi di desa, serta menipisnya kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah.  

Fenomena yang telah terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Dana Desa 

yang lebih transparan dan akuntabel, didukung dengan sistem pengawasan 

yang kuat serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan 

di masa depan. Untuk itu Andi Hamzah berpendapat bahwa pemberantasan 

kejahatan korupsi tidak hanya bertumpu pada pembaharuan Undang-Undang.14 

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan 

korupsi di tingkat desa merupakan langkah yang patut mendapatkan apresiasi. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), 

sepanjang tahun 2023, keberhasilan penanganan kasus korupsi yang 

melibatkan pejabat desa cukup signifikan. Pihak kejaksaan tercatat telah 

menangani kasus korupsi dengan melibatkan 113 pejabat desa, sementara 

pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus korupsi di sektor desa yang 

melibatkan 133 pejabat desa.15 Angka-angka ini menunjukkan komitmen kuat 

dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi, khususnya 

di tingkat desa, yang selama ini kerap menjadi sorotan karena tingginya angka 

penyalahgunaan dana publik. 

Melihat pada banyaknya kasus kejahatan korupsi yang terjadi di sektor desa, 

dapat diduga bahwa penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi yang 

telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum mencapai tingkat 

yang optimal. Tingginya jumlah kasus menunjukkan adanya celah dalam 

sistem pengawasan, lemahnya transparansi pengelolaan dana desa, serta 

kurangnya efek jera yang dihasilkan dari penegakan hukum. Hal ini 

mencerminkan bahwa meskipun berbagai langkah telah diambil untuk 

 
14 Andi hamzah, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005, hlm.10. 
15 Website: ICW, Op. Cit. 
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memerangi korupsi, seperti penangkapan dan pengadilan terhadap para pelaku, 

akar permasalahan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang 

di tingkat desa belum sepenuhnya diatasi. Segala upaya yang telah dilakukan 

untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan 

tanda-tanda keberhasilan, hal ini menunjukan bahwa kasus-kasus lain yang 

terjadi di sektor desa belum sepenuhnya terungkap oleh aparat penegak hukum, 

sehingga perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan salah satunya adalah 

dengan mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan korupsi Dana Desa untuk 

merumuskan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan hukum 

pidana dengan kebijakan kriminologi. 

Kriminologi, sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, 

memiliki peran penting dalam menganalisis dan mencari penyebab terjadinya 

kejahatan korupsi. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat 

bahwa meskipun upaya penanggulangan melalui penegakan hukum telah 

dilakukan, hasilnya masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

kejahatan korupsi Dana Desa oleh pejabat desa. Kajian ini menjadi sangat 

penting mengingat kebijakan pemerintah terkait Dana Desa dirancang untuk 

mendorong pembangunan masyarakat yang mandiri, makmur, dan sejahtera. 

Namun, penyalahgunaan dana tersebut justru menghambat tercapainya tujuan 

tersebut, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam memahami 

akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Kriminologi Kejahatan Korupsi 

Dana Desa oleh Pejabat Desa Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Tulang 

Bawang”. Sehingga akan ditemukan konstruksi penanggulangan kejahatan 

korupsi Dana Desa yang komprehensif melalui penanggulangan kejahatan 

secara penal dan non penal dan diharapkan upaya penanggulangan kejahatan 

korupsi Dana Desa yang dilakukan dapat optimal. 

 



9 

B.   Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah faktor penyebab kejahatan korupsi Dana Desa oleh pejabat desa 

dalam perspektif kriminologi? 

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan korupsi Dana Desa oleh 

pejabat desa?  

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kajian ilmu hukum pidana. Objek 

penelitian menyangkut faktor penyebab pejabat desa menjadi pelaku 

kejahatan korupsi Dana Desa dan upaya dalam penanggulangan kejahatan 

korupsi Dana Desa oleh pejabat desa melalui perspektif kriminologi. Lokasi 

penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang dan ruang 

lingkup waktu penelitian di lakukan pada Tahun 2024. 

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan korupsi Dana Desa oleh 

pejabat desa dalam perspektif kriminologi.  

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan korupsi Dana Desa 

oleh pejabat desa.  

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan 

penulisan    dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan 
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ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan penulis bagi 

penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang dipelajari.   

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan 

masukan dan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum seperti 

penyidik, jaksa, hakim, dan advokat terkait kejahatan korupsi.  

D.   Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, 

aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, 

landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.16  

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. 

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Toponard seseorang ahli antropologi 

Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti 

kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 

kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.17 

Untuk mengetahui faktor pendorong yang menyebabkan kejahatan korupsi Dana 

Desa yang di lakukan oleh Pejabat Desa, penulis menggunakan teori-teori 

sebagai berikut, yaitu: 

a. Teori GONE: Jack Bologne berpendapat bahwa faktor korupsi dibagi dalam 

beberapa aspek, diantaranya:  

(a) Greed (Keserakahan) muncul dari perilaku serakah yang secara 

potensial ada dalam diri setiap orang. Keserakahan timbul karena 

adanya sifat tidak puas terhadap yang dimiliki. Keserakahan akan 

membuat seseorang terus-menerus merasa kurang sehingga 

mendorong untuk memenuhi segala keinginannya. 

 
16 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm.73. 
17 Soerdjono Dirdjosiswojo, Ruang Lingkup Kriminologi, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm.11.  



11 

(b) Opportunities (Kesempatan) hal ini dating akibat adanya peluang, 

lemahnya peraturan dan adanya wewenang atau kekuasaan yang 

dimiliki oleh seseorang.  

(c) Needs (Kebutuhan) kejahatan bisa muncul karena adanya dorongan 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ketika nilai kejujuran tidak 

ditanamkan pada diri maka desakan kebutuhan dapat menyebabkan 

seseorang melakukan kejahatan.  

(d) Exposures (Pengungkapan) berkaitan dengan tindakan atau 

konsekuensi yang diterima oleh seseorang apabila ia melakukan 

kecurangan. Exposures disebut juga hukuman.  

b. Teori Differential Association: Sutherland berpendapat bahwa perilaku 

kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. 

Pola perilaku jahat tidak diwariskan namun dipelajari melalui suatu 

pergaulan. 

c. Teori Anomie: Emile Durkheim berpendapat bahwa anomie disebabkan 

oleh perubahan masyarakat yang terjadi secara cepat, ketidakhadiran 

norma sosial, serta tidak adanya pengawasan untuk mengendalikan 

perilaku menyimpang. 

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat 

desa dalam konteks kriminologi, penulis menggunakan teori penanggulangan 

secara penal dan non penal, yaitu:18 

1. Upaya Penal, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur ”penal” lebih 

menitikberatkan pada sifat ”represif” (penindasan/ pemberantasan/ 

penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dengan penjatuhan atau 

pemberian sanksi pidana. 

2. Upaya Non Penal, yaitu upaya (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) 

sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.  

 

 
18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan 

Konsep KHUP Baru), Jakarta: Kencana, 2010, hlm.42. 
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2. Konseptual 

Meinurut Soeirjono Soeikanto, keirangka konseiptual adalah Keirangka yang 

meinggambarkan hubungan antara konse ip-konseip khusus yang me irupakan 

kumpulan arti-arti yang beirkaitan deingan istilah yang ingin atau yang akan 

diteiliti.19 Adapun istilah-istilah yang akan digunakan dalam peinulisan skripsi 

ini meiliputi: 

1. Analisis adalah peinyeilidikan teirhadap suatu peiristiwa (karangan, 

peirbuatan, dan seibagainya) untuk meingeitahui keiadaan yang seibeinarnya 

(seibab-musabab,  duduk peirkaranya dan seibagainya).20 

2. Kriminologi adalah ilmu peingeitahuan yang beirtujuan meinyeilidiki geijala 

keijahatan seiluas-luasnya.21 Kriminologi dapat diartikan seibagai 

keiseiluruhan ilmu yang beirkaitan deingan peirbuatan jahat seirta geijala 

sosial, yang meinjadi obyeik kriminologi ialah keijahatan itu seindiri. 

3. Keijahatan beirasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat 

buruk, sangat jeileik yang ditumpukan teirhadap tabiat dan peirilaku orang. 

Keijahatan beirarti meimpunyai sifat yang jahat atau peirbuatan yang jahat. 

Seicara yuridis, keijahatan diartikan seibagai suatu peirbuatan meilanggar 

hukum atau yang dilarang oleih udang-undang.22 

4. Korupsi adalah seitiap orang yang seicara meilawan hukum meilakukan 

peirbuatan meimpeirkaya diri seindiri atau orang lain atau korporasi 

(beirsama-sama) yang dapat meirugikan keiuangan Neigara atau 

peireikonomian Neigara. Hal teirseibut seisuai deingan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 Teintang Peimbeirantasan Korupsi. 

5. Dana Deisa adalah dana yang beirsumbeir dari Anggaran Peindapatan 

Beilanja Neigara (APBN) yang dipeiruntukan bagi deisa yang ditransfeir 

meilalui Anggaran Peindapatan Beilanja Daeirah (APBD) Kabupatein/ Kota 

dan digunakan untuk meimbiayai peinyeileinggaraan peimeirintahan, 

peilaksanaan peimbangunan, peimbinaan keimasyarakatan dan 

 
19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Press, 1986, hlm.125. 
20 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, 2006, hlm.13. 
21 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 9.  
22 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bima Aksara, 1998, hlm. 34. 
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peimbeirdayaan masyarakat, beirdasarkan Peiraturan Peimeirintahan Nomor 

60 Tahun 2014 Teintang Dana Deisa. 

6. Kabupatein Tulang Bawang adalah kabupatein yang beirada di Provinsi 

Lampung dan Keicamatan Meinggala seibagai ibu kotanya, meimiliki luas 

wilayah seibeisar 3.466, 32 km deingan jumlah peinduduk seibanyak 433. 570 

jiwa. Seicara umum wilayah Kabupatein Tulang Bawang beirada di dataran 

reindah deingan keitinggian wilayah yang beirvariasi antara 2 Mdpl sampai 

deingan 44 Mdpl.23 

E.   Sistematika Penulisan 

 

Sisteimatika peinulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat meimbeirikan gambaran 

yang leibih jeilas, kompreiheinsif dan meinyeiluruh meingeinai bahasan dalam 

peinulisan yang akan disusun. Untuk meimudahkan meimahami skripsi ini 

dipandang peirlu dikeimukakan sisteimatika peinulisan skripsi kei dalam lima 

bab, yaitu: 

I.  PENDAHULUAN 

Bab ini beirjudul peindahuluan peinyusunan skripsi yang beirisi latar beilakang, 

peirmasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan keigunaan peineilitian, keirangka 

teioritis dan konseiptual, seirta sisteimatika peinulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dipaparkan meingeinai tinjauan dari beirbagai konseip kajian yang 

beirhubungan deingan peinyusunan skripsi dan diambil dari beirbagai reifeireinsi 

atau bahan pustaka yang teirdiri dari pokok-pokok bahasan meingeinai istilah 

Kriminologi, Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Dana Deisa dan Upaya 

Peinanggulangan Keijahatan. 

 

 

 
23 Website: TulangBawangKab, https://tulangbawangkab.bps.go.id/, diakses pada 28 Juni 2024, 

pukul 14:58 WIB. 

https://tulangbawangkab.bps.go.id/
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III.  METODE PENELITIAN 

Bab ini beirjudul meitodei peineilitian yang digunakan dalam peineilitian ini, teirdiri 

dari Jeinis Peineilitian, Peindeikatan Masalah, Sumbeir Data dan Jeinis Data, 

Peineintuan Narasumbeir, Proseidur Peingumpulan dan Peingeilolaan Data seirta 

Analisi Data.  

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini beirjudul hasil peineilitian dan peimbahasan yang beirisi deiskripsi beirupa 

peinyajian dan peimbahasan data yang teilah didapat peineilitian, teirdiri dari 

deiskripsi dan analisis meingeinai bagaimana analisis kriminologi keijahatan 

korupsi dana deisa oleih peijabat deisa di wilayah hukum Kabupatein Tulang 

Bawang.  

V.  PENUTUP 

Bab ini beirjudul peinutup yang beirisi keisimpulan umum dari hasil peineilitian 

yang teilah dilakukan dan beirisikan sumbangan peimikiran dan saran yang 

beirkaitan deingan hasil peineilitian deimi peirbaikan di masa meindatang.



 

  

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.   Tinjauan Umum Kriminologi 

 

1. Deifinisi Kriminologi 

Ilmu Kriminologi lahir pada abad kei-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu 

ini muncul beirsama deingan dimulainya orang meimpeilajari sosiologi.24 Kata 

kriminologi itu seindiri seicara eitimologi beirasal dari dua kata, crimei yang beirarti 

keijahatan dan logos yang beirarti ilmu peingeitahuan. ”Kriminologi” meirupakan 

cabang ilmu peingeitahuan yang beirfokus pada meimahami peinyeibab keijahatan 

dan meincari cara untuk meimbeirantasnya meilalui kajian meindalam teintang 

feinomeina keijahatan seirta institusi-institusi yang meinganggapnya seibagai geijala 

sosial.25 Kriminologi seicara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, seibagai 

beirikut:26  

1. Ilmu peingeitahuan meimpeilajari meingeinai keijahatan seibagai masalah yuridis 

yang meinjadi obyeik peimbahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum 

Pidana. 

2. Ilmu peingeitahuan meimpeilajari meingeinai keijahatan seibagai masalah 

antropologi yang meinjadi inti peimbahasan kriminologi dalam arti seimpit, 

yaitu sosiologi dan biologi. 

3. Ilmu peingeitahuan meimpeilajari meingeinai keijahatan seibagai masalah teiknik 

yang meinjadi peimbahasan kriminalistik, seipeirti ilmu keidokteiran foreinsik, 

ilmu alam foreinsik, dan ilmu kimia foreinsik. 

 
24 Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Sleman Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, 

hlm.20.  
25 Michael R. Purba, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Jakarta: Widyatama, 2009, hlm. 

242.  
26 W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.82. 
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Kriminologi dapat diartikan seibagai keiseiluruhan ilmu yang beirkaitan deingan 

peirbuatan jahat seirta geijala sosial, yang meinjadi obyeik kriminologi ialah 

keijahatan itu seindiri.27  

2. Keigunaan Ilmu Kriminologi 

Kriminologi meirupakan suatu ilmu bantu dalam hukum pidana yang 

meimbeirikan peimahaman teintang feinomeina keijahatan, seibab dilakukannya 

keijahatan dan upaya meinanggulangi keijahatan, yang beirtujuan untuk meineikan 

laju peirkeimbangan keijahatan. Kriminologi beirpeiran peinting dalam 

meimbeirikan peimahaman yang leibih meindalam teintang feinomeina keijahatan 

yang teirjadi di masyarakat. Deingan meinginteigrasikan teiori-teiori sosial, 

psikologi, sosiologi, hukum, dan bahkan eikonomi, ilmu kriminologi dapat 

meimbeirikan wawasan yang leibih kompreiheinsif meingeinai peirilaku kriminal 

dan bagaimana cara meinceigah seirta meinanggulanginya. Kriminologi juga 

meirupakan sarana untuk meingeitahui seibab-seibab keijahatan dan akibatnya yang 

juga meimpeilajari cara-cara meinceigah keimungkinan timbulnya keijahatan. 

Meinurt W.A Bongeir kriminologi seibagai ilmu peingeitahuan yang beirtujuan 

meinyeileidiki seigala keijahatan seiluas-luasnya.28 Ragam-ragam Peimbagian 

Kriminologi Bongeir: 

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu peingeitahuan teintang manusia jahat 

(somatic). 

2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu peingeitahuan teintang keijahatan seibagai 

suatu geijala masyarakat. 

3. Psikologi Kriminal, ilmu peingeitahuan teintang peinjahat yang dilihat dari 

sudut jiwanya. 

4. Psikopatologi dan Neiuropatologi Kriminal, ilmu teintang peinjahat yang 

sakit jiwa atau urat syaraf. 

5. Peinologi, ilmu teintang tubuh dan beirkeimbangnya hukuman.29  

J. Constant meimandang bahwa kriminologi adalah ilmu peingeitahuan yang 

beirtujuan meineintukan faktor-faktor yang meinjadi seibab-musabab teirjadinya 

keijahatan dan peinjahat.30 Peineilitian dalam kriminologi beirtujuan untuk 

 
27 Rusli Efendi, Manusia dan Kejahatan, Ujung Padang: Lembaga Kriminologi Unhas, 1983, 

hlm.10.  
28 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar: Refleksi Arts, 2010, hlm.2.  
29 Wahyu Muljono, Op. Cit., hlm.31.  
30 A.S Alam, Op. cit. 
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meinggali peimahaman meinyeiluruh meingeinai keijahatan deingan meingumpulkan, 

meingklasifikasikan, meinganalisis, dan meinafsirkan beirbagai fakta yang 

beirkaitan deingan keijahatan. Fakta-fakta ini keimudian dikaitkan deingan aspeik 

sosial, eikonomi, politik, budaya, hukum, dan hak asasi manusia. Seiluruh proseis 

teirseibut dilakukan deingan peindeikatan yang sisteimatis dan meinggunakan 

meitodei ilmiah untuk meimastikan validitas hasilnya. Kriminologi juga 

meirupakan suatu cabang ilmu yang meimpeilajari soal-soal keijahatan. 

3. Teiori Kriminologi 

Seicara yuridis keijahatan diartikan seibagai suatu peirbuatan meilanggar hukum 

atau yang dilarang oleih undang-undang. Seimeintara itu, kriminologi meinaruh 

peirhatian teirhadap keijahatan, yaitu:31 

a. Peilaku yang teilah diputus beirsalah oleih peingadilan. 

b. Dalam whitei collar crimei teirmasuk yang diseileisaikan seicara non-peinal. 

c. Peirilaku yang dideiskriminalisasi 

d. Populasi peilaku yang ditahan 

e. Tindakan yang meilanggar norma 

f. Tindakan yang meindapat reiaksi sosial.  

 

Keijahatan timbul diseibabkan oleih banyak hal, teiori kriminologi yang dapat 

dikeilompokan kei dalam keilompok teiori yang meinjeilaskan peiranan dari faktor 

struktur sosial dalam meindukung timbulnya keijahatan, yaitu: 

1. Teiori Diffeireintial Association 
 

Dikeimukakan peirtama kali oleih Eidwin H. Suteirland pada Tahun 1934 dalam 

bukunya Principlei of Criminology. Sutheirland meinghipoteisakan bahwa 

peirilaku kriminal itu dipeilajari meilalui asosiasi yang dilakukan deingan meireika 

yang meilanggar norma-norma masyarakat teirmasuk norma hukum. Proseis 

meimpeilajari itu tidak hanya meiliputi teiknik keijahatan yang seisungguhnya 

namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang meimuaskan bagi 

dilakukannya peirbuatan-peirbuatan anti sosial. Teiori ini meineikankan bahwa 

pola peirilaku jahat meirupakan seisuatu yang dipeilajari meilalui peirgaulan yang 

 
31 Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, 

hlm.78-79 
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akrab bukan beirdasarkan peiwarisan. Teiori Diffeireintial Association Sutheirland 

meineigaskan meingeinai keijahatan bahwa:32 

a. Peirilaku kriminal dipeilajari. 

b. Peirilaku keijahatan dipeilajari i dalam i inteiraksi i deingan orang lai in meilaluii 

komuni ikasi i. 

c. Dasar meimpeilajari i peiri ilaku kri imi inal teirjadi i dalam peirgaulan i inti im deingan 

meireika yang meilakukan keijahatan, yang beirarti i dalam reilasi i langsung 

di iteingah peirgaulan. 

d. Meimpeilajari i peiri ilaku kri imiinal, teirmasuk di idalamnya teikni ik meilakukan 

keijahatan dan moti ivasi i/dorongan atau alasan peimbeinar. 

e. Dorongan teirteintu di ipeilajari i meilalui i deifi ini isi i atas peiraturan peirundang-

undangan yang meinguntungkan atau ti idak meinguntungkan. 

f. Seiseiorang meinjadi i deili inqueint kareina peimahaman teirhadap deifi ini isi i 

peiraturan peirundang-undangan yang leibi ih suka meilanggar di ibandi ingkan 

meintaati inya. 

g. Assosi iasi i diifeireinsi ial i ini i beirvari iasi i teirgantung dari i freikunsi i, durasi i, 

pri iori itas, dan i inteinsi itas. 

h. Proseis meimpeilajari i peiri ilaku keijahatan di ipeiroleih dari i hubungan deingan 

pola-pola keijahatan dan anti i keijahatan yang meinyangkut seiluruh 

meikani ismei yang meili ibatkan pada seiti iap proseis beilajar pada umumnya. 

i. Seimeintara peiri ilaku keijahatan meimpunyai i peirnyataan keibutuhan dan ni ilai i-

ni ilai i umum. Seibagai i contoh peincuri i akan meincuri i kareina keibutuhan untuk 

meimpeiroleih uang. 

 

2. Teiori i Anomi iei 

Eimi ilei Durkheii im, i ia meineikankan meingeindurnya peingawasan dan peingeindali ian 

sosi ial yang beirpeingaruh teirhadap teirjadi inya keimeirosotan moral yang 

meinyeibabkan i indi ivi idu sukar meinyeisuai ikan di iri i dalam peirubahan norma. Teiori i 

i ini i meinggambarkan hancurnya keiteiraturan sosi ial meirupakan aki ibat darii 

hi ilangnya batasan-batasan dan ni ilai i-ni ilai i keimasyarakatan. Iisti ilah anomiiei 

di ipeirkeinalkan se ibagai i suatu keiadaan tanpa norma (thei conceipt of anomi iei 

reifeirreid to on abse incei of sociial reigulatiion normleissneiss).33 Teiori i anomiiei 

meinurut Eimi ilei Durkhi ieim, teirdi iri i dari i ti iga peirspeikti if, yai itu:34 

a. Manusi ia meirupakan makhluk sosiial (man i is soci ial ani imal) 

b. Keibeiradaan manusi ia seibagai i makhluk sosiial (human beii ing iis a soci ial 

ani imal) 

 
32 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit, hlm.75.  
33 Emilia Susanti dan Eko Rahadjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung: Anugrah Utama 

Raharja, 2018, hlm.80.   
34 Ibid. 
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c. Manusi ia ceindeirung hi idup seibagai i kolonii dalam masyarakat dan 

keibeiradaanya be irgantung pada masyarakat teirseibut (teindi ing to li ivei i in 

coloni ieis, and hi is/heir surviival deipeindeint upon moral coneixti ions) 
 

Meinurut Robeirt K. Meirton salah satu tokoh teiori i anomi iei, teiori i i ini i 

meindeiskri ipsi ikan hubungan antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu 

pada struktur sosial masyarakat akan memunculkan, melahirkan dan 

menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang 

merupakan reaksi normal.35 

B.   Kejahatan Korupsi 

 

1. Pengertian Kejahatan Secara Umum 

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat 

buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. 

Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. 

Menurut Sahetapy dan Reksodiputro kejahatan mengandung konotasi tertentu, 

merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung 

variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku baik 

aktif maupun pasif, yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas 

masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala 

nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai 

dengan ruang dan waktu. 

Kejahatan dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh 

aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai dengan 

ancaman sanksi pidana. Dalam hukum pidana, kejahatan menjadi inti dari 

pengaturan norma hukum, yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan 

dalam masyarakat. Istilah ”kejahatan” sendiri berasal dari kata crime, yang 

menjadi konsep dasar dalam studi hukum pidana. Menurut Moeljatno, kejahatan 

didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana 

larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang 

 
35 Ibid, hlm.105.  
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melanggarnya.36 Pengertian ini menegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap 

sebagai kejahatan bukan semata-mata karena dampaknya yang merugikan, 

tetapi karena telah ditetapkan sebagai perbuatan terlarang oleh undang-undang.  

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum 

atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam 

arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstacto dalam 

peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah 

perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara 

aktual.37 Kejahatan merupakan gambaran perilaku yang bertentangan dengan 

kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk 

kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan 

tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang 

membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah 

satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. 

Penjahat, oleh karena itu, adalah individu yang melakukan perbuatan tersebut 

dan dengan demikian melanggar norma hukum yang berlaku. 

Pengertian kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk 

menterjemahkan strafbaarfeit dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau 

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.38 

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum 

mengenai strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat 

tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang 

terdapat di dalamnya.39 

 

 
36 Moeljatno, Op. Cit.  
37 Tri andrisman, Buku Ajar Hukum Pidana, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, 2008, 

hlm.35. 
38 Ridwan A, Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab, Jakarta: Ghilia Indonesia, 2002, hlm. 31. 
39 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 172. 
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Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”strafbaarfeit” untuk 

mengganti istilah kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat 

tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, 

seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Pendapat yang 

dikemukakan oleh Hamel tentang Strafbaarfeit adalah sebagai berikut: 

Strafbaarfeit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) 

dan dilakukan dengan kesalahan.40 Sedangkan pendapat Pompe mengenai 

Strafbaarfeit adalah sebagai berikut: Strafbaarfeit itu dapat dirumuskan sebagai 

pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. Hal ini 

sesuai dengan pengertian kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya 

pemberian pidana.41 

Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, 

namun dalam bebagai literatur hukum maupun peraturan perundang-undangan 

yang terdapat istilah strafbaarfeit dapat diartikan sebagai tindak pidana, 

peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, 

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pi idana, deili ik, dan seibagai inya.42 

Si imons meirumuskan strafbaarfeii it adalah suatu ti indakan meilanggar hukum 

yang deingan seingaja teilah diilakukan oleih seiseiorang yang dapat di ipeirtangung 

jawabkan atas ti indakannya dan di inyatakan seibagai i peirbuatan yang dapat 

di ihukum.43 

2. Peingeirti ian Korupsi i 

Iisti ilah korupsi i beirasal dari i bahasa lati in corrupti ion atau corruptus, seilanjutnya 

di ikatakan bahwa corrupti ion beirasal dari i kata corrumpeirei, suatu bahasa lati in 

 
40 Moeljatno, Op.Cit. hlm.37. 
41 Ibid, hlm.39.  
42 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 

hlm.69. 
43 Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Bandung: Pioner jaya, 1992, hlm.127. 
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yang leibi ih tua. Dari i bahasa lati in teirseibut keimudi ian di ikeinal i isti ilah corrupti ion, 

corrupt (Iinggri is), corrupti ion (Peiranci is), dan corruptiivei, korrupti iei (Beilanda) 

yang seilanjutnya di iadopsi i keidalam bahasa Iindoneisi ia “korupsi i”.44 

Korupsi i, seibagai imana di ideifi ini isi ikan dalam Kamus Beisar Bahasa Iindoneisi ia 

(KBBIi), meirujuk pada ti indakan peinyeileiweingan atau peinyalahgunaan uang 

neigara untuk keiuntungan pri ibadi i atau orang lai in. Leibi ih lanjut, Muhammad Ali i 

meingurai ikan deifi ini isi i korupsi i deingan meingacu pada beirbagai i pandangan ahli i. 

(1) kata ”korup” dapat di iartiikan seibagai i suatu kondi isi i yang busuk, dii mana 

seiseiorang ceindeirung meineiri ima suap, sogokan, atau me inggunakan ke ikuasaan 

untuk keipeinti ingan priibadi i. (2) ”korupsi i” meingacu pada ti indakan busuk se ipeirtii 

peinggeilapan uang dan pe ineiri imaan suap, se imeintara ”koruptor” adalah i indi ivi idu 

yang meilakukan ti indakan teirseibut. 

Seicara leibi ih luas, korupsi i dapat di ipahami i seibagai i peiri ilaku yang ti idak meimatuhi i 

priinsi ip-priinsi ip moral dan hukum, bai ik di ilakukan oleih i indi ivi idu di i seiktor swasta 

maupun ole ih peijabat publi ik. Dalam konte iks poli itiik, korupsi i seiri ing di iarti ikan 

seibagai i peinyalahgunaan weiweinang reismi i untuk meimpeiroleih keiuntungan 

priibadi i. Hal i ini i meincakup beirbagai i beintuk ti indakan, mulai i dari i maniipulasi i 

anggaran hi ingga peingambi ilan keiputusan yang ti idak adi il deimi i keipeinti ingan 

priibadi i atau keilompok teirteintu. Korupsi i ti idak hanya meirugi ikan keiuangan 

neigara teitapi i juga meinceideirai i ni ilaii-ni ilaii keiadi ilan, meirusak keipeircayaan publi ik 

teirhadap i insti itusi i, dan meinghambat peirkeimbangan masyarakat yang 

beirkeiadi ilan dan beirmartabat. 

Seicara yuri idi is, peingeirtiian korupsi i teilah diirumuskan di idalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 te intang 

Peimbeirantasan Ti indak Pi idana Korupsi i yai itu “Seitiiap orang yang di ikateigoriikan 

meilawan hukum, me ilakukan peirbuatan meimpeirkaya di iri i seindi iri i atau orang lai in 

atau suatu korporasi i, meinyalahgunakan keiweinangan maupun ke iseimpatan atau 

 
44 H. A. Rasyid Noor, Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia, Majalah Varia Peradilan tahun 

XXIV, 2009, hlm.46. 



23 

sarana yang ada padanya kareina jabatan atau keidudukan yang dapat me irugiikan 

keiuangan neigara atau peireikonomi ian neigara”. 

3. Jeini is-Jeini is Korupsi i 

Keijahatan korupsi i di ikeilompokan seicara si ingkat meinjadii 7 (tujuh) macam. 

Adapun peinjeilasannya adalah seibagai i beiri ikut:45 

a. Peirbuatan yang Meirugi ikan Keiuangan Neigara 

Korupsi i jeini is i ini i teilah di irumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 teintang 

Peimbeirantasan Ti indak Pi idana Korupsi i:  

(1) ”Seiti iap orang yang seicara meilawan hukum meilakukan peirbuatan 

meimpeirkaya di iri i seindi iri i atau orang lai in atau suatu korporasi i yang 

dapat meirugi ikan keiuangan neigara atau peireikonomi ian neigara, 

di ipi idana deingan peinjara seiumur hi idup atau pi idana peinjara pali ing 

si ingkat 4 (eimpat) tahun dan yang pali ing lama 20 tahun dan deinda 

pali ing seidi iki it 200.000.000,00 (dua ratus juta rupi iah) dan pali ing 

banyak 1.000.000.000,00 (satu mi ilyar rupi iah).” 

(2) ”Dalam hal ti indak pi idana korupsi i seibagai imana yang di i maksud 

dalam ayat (1) di ilakukan dalam keiadaan teirteintu, pi idana mati i dapat 

di ijatuhkan.” 

b. Suap-Meinyuap 

Pada pri insi ipnya orang yang meinyuap dan orang yang meineiri ima suap 

keiduanya dapat di ipiidana seibagai i ti indakan pi idana korupsi i. Di i dalam 

undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 teintang Peimbeirantasan Ti indak Pi idana 

Korupsi i teirdapat beirbagai i macam suap, di iantaranya i ialah peinyuapan 

teirhadap peigawai i neigeiri i, peinyuapan teirhadap haki im dan peinyuapan 

teirhadap advokat. 

c. Peinggeilapan Dalam Jabatan 

Peinggeilapan dalam jabatan yang di imaksud meirujuk pada seiorang peijabat 

peimeiri intahan yang deingan keikuasaan yang di imiili iknya meilakukan 

peinggeilapan laporan keiuangan, meinghi ilangkan barang bukti i atau 

meimbi iarkan orang lai in meinghancurkan barang bukti i yang beirtujuan untuk 

meinguntungkan di iri i seindi iri i deingan jalan meirugi ikan neigara hal i inii 

seibagai imana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

seibagai imana di iubah deingan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

teintang Peimbeirantasan Ti indak Pi idana Korupsi i. 

d. Peimeirasan 

Beirdasarkan keiteintuan Pasal 12 Huruf (ei) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 seibagai imana di iubah deingan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 teintang Peimbeirantasan Ti indak Pi idana Korupsi i di ijeilaskan 

bahwa peimeirasan meirupakan ti indakan/peirbuatan yang di ilakukan oleih 

peigawai i neigeiri i/peinyeileinggara neigara deingan maksud meinguntungkan 

di iri i seindi iri i atau orang lai in seicara meilawan hukum atau deingan 

 
45 Komisi Pemberantasan Korupsi, Op. Cit, hlm.9. 
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meinyalahgunakan keikuasaannya meimaksa seiseiorang untuk meimbeiri i 

seisuatu, meimbayar atau meineiri ima peimbayaran deingan potongan atau 

untuk meingeirjakan seisuatu bagi i di iri inya seindi iri i.  

e. Peirbuatan Curang 

Korupsi i yang di imaksud dalam hal i ini i yai itu keicurangan yang di ilakukan 

oleih peimborong, peingawas proyeik, reikanan TNIi/Polri i, 17 peingawas 

reikanan TNIi/Polri i, yang meilakukan keicurangan dalam peingadaan atau 

peimbeiri ian barang yang meingaki ibatkan keirugi ian bagi i orang lai in atau 

teirhadap keiuangan neigara atau yang dapat meimbahayakan keiseilamatan 

neigara pada saat peirang. Seilai in i itu peigawai i neigeiri i yang meinyeirobot tanah 

neigara yang meindatangkan keirugi ian bagi i orang lai in juga teirmasuk dalam 

jeini is korupsi i i inii. 

f. Beinturan Keipeinti ingan dalam Peingadaan 

Korupsi i jeini is iini i meirupakan si ituasi i di imana seiorang peigawai i 

neigeiri i/peinyeileinggara neigara, bai ik langsung mauoun ti idak langsung 

seingaja turut seirta dalam peingadaan barang/jasa. 

g. Grati ifi ikasi i 

Korupsi i jeini is i ini i yai itu peimbeiri ian hadi iah yang di iteiri ima oleih peigawai i 

Neigeiri i atau Peinyeileinggara Neigara dan ti idak di ilaporkan keipada KPK 

dalam jangka waktu 30 hari i seijak di iteiri imanya grati ifi ikasi i. Grati ifi ikasi i dapat 

beirupa uang, barang, di iskon, pi injaman tanpa bunga, ti ikeit peisawat, li iburan, 

bi iaya peingobatan, seirta fasi ili itas-fasi ili itas lai innya. 

 

C.   Korupsi Dana Desa 

 

Korupsi i meinurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun Jucto 1999 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 teintang Peimbeirantasan Ti indak Pi idana Korupsi i, 

ti indak piidana korupsi i ti idak hanya meirugi ikan keiuangan neigara, teitapi i juga 

meilanggar hak-hak sosi ial dan eikonomi i masyarakat seicara keiseiluruhan.46 Fakta 

adanya korupsi i i ini ilah yang bi iasanya di iteimui i dalam li ingkup peimeiri intahan 

daeirah (deisa) di i beirbagai i neigara, di i mana eifeik atas peirbuatan korupsi i teilah 

meini imbulkan keirugi ian eikonomi i seibab meingacaukan i inseinti if, keirugi ian poli itiik 

kareina meileimahkan leimbaga-leimbaga peimeiri intahan dan keirugi ian sosi ial 

di ikareinakan keikayaan seirta keikuasaan jatuh kei tangan orang yang ti idak 

beirtanggungjawab. 

Kadi ir dan Marthein Moonti i meincatat reigulasi i teintang deisa yang teilah seicara 

jeilas meimbeiri ikan keiweinangan otonom keipada peimeiri intah deisa dalam rangka 

untuk meingeimbangkan seirta meingeilola deisanya. Neigeiri i i ini i bi isa teirwujud ji ika 

 
46 Indra Fatwa dan Ali Ismail Shaleh, Peralihan Status Pegawai KPK di Era Revormasi Birokrasi, 

Jurnal Literasi Hukum, Volome 6 Nomor 2, 2022, hlm.78-88. 
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peimbangunan di imulai i dari i deisa.47 Keibeiradaan peimeiri intah deisa seibagai i bagi ian 

dari i struktur peimeiri intahan yang meimi ili iki i otonomi i dalam meingeilola anggaran 

meimbeiri ikan peiluang beisar untuk meimajukan peimbangunan di i ti ingkat lokal. 

Namun, keileiluasaan dalam peingeilolaan anggaran i ini i seiri ing kali i di ii iri ingi i oleih 

munculnya probleimati ika hukum baru, khususnya dalam hal 

peirtanggungjawaban peingeilolaan keiuangan. Dalam beibeirapa kasus, leimahnya 

si isteim peingawasan, kurangnya peimahaman meingeinai i tata keilola keiuangan 

yang transparan, seirta godaan pri ibadi i dapat meinyeibabkan peinyalahgunaan 

weiweinang yang beirujung pada keijahatan korupsi i dii tiingkat peimeiri intahan 

deisa.48 Si ituasii i ini i ti idak hanya meinceideirai i keipeircayaan masyarakat teirhadap 

peimeiri intah deisa, teitapi i juga meinghambat peincapai ian tujuan peimbangunan deisa 

yang seiharusnya beirori ieintasi i pada keiseijahteiraan masyarakat. 

Beirdasarkan Peirmeindagri i Nomor 113 Tahun 2014 teintang Peingeilolaan 

Keiuangan Deisa, keiuangan deisa teirmasuk di i dalamnya dana deisa meirupakan 

eileimein peinti ing yang waji ib di ilaporkan dan di ipeirtanggungjawabkan seisuai i 

deingan peiraturan yang beirlaku. Peilaporan keiuangan deisa adalah proseis yang 

di ilakukan untuk meinyampai ikan i informasi i meingeinai i hasi il peilaksanaan tugas, 

program, atau keigi iatan yang teilah di ilakukan dalam satu peiri iodei teirteintu. 

Peilaporan i ini i meinjadi i bagi ian i inteigral dalam meimasti ikan transparansi i dan 

akuntabi ili itas peinggunaan anggaran di i ti ingkat deisa. Hal i ini i beirtujuan seibagai i 

beintuk peirtanggungjawaban atas keiweinangan yang teilah di ibeiri ikan.49 

Dana Deisa seindi iri i meirupakan dana yang beirsumbeir dari i Anggaran Peindapatan 

dan Beilanja Neigara (APBN) yang di ialokasi ikan untuk deisa meilalui i Anggaran 

Peindapatan dan Beilanja Daeirah (APBD) kabupatein/kota. Dana i ini i beirtujuan 

untuk meimbi iayai i beirbagai i keibutuhan deisa, teirmasuk peinyeileinggaraan 

peimeiri intahan, peilaksanaan peimbangunan, peimbi inaan keimasyarakatan, dan 

peimbeirdayaan masyarakat. Seijak di iteirbi itkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

 
47 Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, 

Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 3, 2018, hlm.430-442. 
48 Website: SeputarBirokrasi, https://seputarbirokrasi.com/dampak-sistem-pengawasan-yang-

lemah-dalam-birokrasi-dan-solusinya/, diakses pada 23 Mei pukul 07:00 WIB. 
49 Website: dinaspmd, https://dinaspmd.kalselprov.go.id/2017/12/pelaporan-dan-

pertanggungjawaban-keuangan-desa/, diakses pada 23 Mei pukul 09:00 WIB.  

https://seputarbirokrasi.com/dampak-sistem-pengawasan-yang-lemah-dalam-birokrasi-dan-solusinya/
https://seputarbirokrasi.com/dampak-sistem-pengawasan-yang-lemah-dalam-birokrasi-dan-solusinya/
https://dinaspmd.kalselprov.go.id/2017/12/pelaporan-dan-pertanggungjawaban-keuangan-desa/
https://dinaspmd.kalselprov.go.id/2017/12/pelaporan-dan-pertanggungjawaban-keuangan-desa/
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2014 Teintang Deisa yang meirupakan dasar peinyeileinggaraan Dana Deisa, 

keijahatan korupsi i dana deisa seicara konsi istein meineimpati i peiri ingkat peirtama 

seibagai i seiktor yang pali ing seiri ing di itangani i oleih aparat peineigak hukum. Hal i inii 

ti idak lagi i meingeijutkan ji ika di ibandi ingkan deingan Tahun-tahun seibeilumnya 

di imana korupsi i dana deisa seilalu meindomi inasi i, yang di idapat beirdasarkan 

laporan hasi il peimantauan trein korupsi i IiCW (Iindoneisi ia Corruptiion Watch).50 

Keijahatan korupsi i yang teirjadi i pada peimeiri intahan deisa meirupakan seibuah 

peinyalahgunaan weiweinang, anggaran, korupsi i aseit, dan peingadaan barang dan 

jasa. KPK meineimukan poteinsi i peirsoalan dana deisa yang teirdi iri i beirdasarkan 4 

(eimpat) aspeik, yai itu: aspeik reigulasi i dan keileimbagaan, tata laksana, peingawasan 

dan sumbeir daya manusi ia. Keieimpat aspeik i itulah yang dapat meimpeingaruhi i 

teirjadi inya korupsi i di i peimeiri intah deisa. 

Unsur deili ik korupsi i dana deisa yai itu peinyalahgunaan weiweinang dalam beirbagai i 

jabatan keipala deisa dan stafnya yang meirupakan speisi ial deili ik dari i unsur 

meilawan hukum seibagai i geinus deili ict akan seilalu beirkai itan deingan jabatan 

peijabat publi ik, peinyalahgunaan weiweinang dalam ti indak pi idana korupsi i dana 

deisa yang di iatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seibagai imana 

di iubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Teintang Peimbeirantasan Ti indak 

Piidana Korupsi i, bahwa:  

”Seiti iap orang yang deingan tujuan meinguntungkan diiri i seindi iri i atau orang 

lai in atau suatu korporasi i, meinyalahgunakan keiweinangan, keiseimpatan, atau 

sarana yang ada padanya kareina jabatan atau keidudukan yang dapat 

meirugi ikan keiuangan neigara atau peireikonomi ian neigara, di ipi idana deingan 

pi idana seiumur hi idup atau piidana peinjara pali ing si ingkat 1 (satu) tahun dan 

pali ing lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau deinda pali ing seidiiki it 

Rp50.000.000 (li ima puluh juta rupi iah) dan pali ing banyak Rp1.000.000.000 

(satu mi ilyar rupi iah).” 

 

Saat i ini i jumlah Keipala Deisa yang teiri indi ikasi i kasus keijahatan korupsi i dana deisa 

seidi iki itnya seiki itar 204 (dua ratus eimpat) orang, dii sampi ing Keipala Deisa, 

teiri indeinti ifi ikasi i adanya poteinsi i keijahatan korupsi i Dana Deisa yang juga 

di ilakukan oleih beibeirapa pi ihak, di iantaranya meirupakan Peirangkat Deisa 

 
50 Website: ICW, Op. Cit, hlm.22. 
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seibanyak 89 (deilapan puluh seimbi ilan) orang, Peigawai i BUMDeis seijumlah 15 

(li ima beilas) orang dan juga Badan Peirmusyawaratan Deisa 1 (satu) orang. 51 

D.   Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 

 

Peinanggulangan keijahatan adalah beirbagai i keigi iatan proakti if dan reiakti if yang 

di iarahkan keipada peilaku maupun korban, pada li ingkungan sosi ial maupun fi isi ik, 

seirta yang di ilakukan seisudah maupun seibeilum teirjadi inya keijahatan.52 Sudarto 

meingeimukakan bahwa upaya peinanggulangan keijahatan di iseibut deingan poli itiik 

kriimi inal (cri imi inal poli icy) yang beirarti i suatu usaha rasi ional dari i masyarakat 

dalam meinanggulagi i keijahatan.53 Meinurut Barda Nawawi i Ari ieif upaya atau 

keibi ijakan untuk me ilakukan peinceigahan dan peinanggulangan keijahatan 

teirmasuk dalam bi idang keibi ijakan kri imi inal yang ti idak teirleipas dari i keibi ijakan 

yang leibi ih luas, yai itu keibi ijakan sosi ial yang te irdiiri i darii keibi ijakan/upaya-upaya 

untuk peirliindungan masyarakat. 54 

Poliiti ik kri imi inal (cri imi inal poli icy) pada hakeikatnya juga meirupakan bagi ian 

i inteigral dari i poli iti ik sosiial (soci ial poli icy) yang di ilakukan bai ik me inggunakan 

upaya peinal maupun non pe inal, arti inya keibi ijakan teirseibut haruslah 

meimpeirliihatkan dan meingarah pada te ircapai inya tujuan darii keibi ijakan sosi ial i itu 

seindi iri i yai itu ”soci ial deifeincei” (peirliindungan masyarakat).55 Meinurut G Peiteir 

Hoeifnageils bahwa peinanggulangan keijahatan cri imi inal poliicy meili iputi i: 

a. Meimpeingaruhii pandangan masyarakat me ingeinai i keijahatan (i influeinci ing 

vi ieiw of soci ieity on cri imei and puni ishmeint); 

b. Peineirapan hukum pi idana (cri imi inal law appliicati ion); 

c. Peinceigahan tanpa pi idana (preiveinti ion wi ithout puni ishmeint).56 
 

 
51 Ibid, hlm.34.  
52 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Perpolisian Masyarakat”, Jakarta, 2005, 

hlm.2. 
53 Sudarto, Op. Cit. hlm.113-114. 
54 Herman, Murhum, Upaya Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, 2018, Jurnal 

Fakultas Hukum Halu Oleo, Vol. 2. hlm.309. 
55 Emilia Susanti, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm.32. 
56 Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm.73. 
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Meili ihat peimbagi ian peinanggulangan keijahatan meinurut G Peiteir maka upaya 

peinanggulangan keijahatan seicara gari is beisar dapat di ilakukan meilalui i dua jalur, 

yai itu meilalui i sarana peinal dan sarana non peinal. 

1. Upaya Peinanggulangan Keijahatan Seicara Peinal 
 

Peinanggulangan keijahatan deingan meinggunakan hukum piidana atau se icara 

peinal oleih Geinei Kasseibaum di iseibut seibagai i oldeir phi ilosophy of cri imei control, 

peindapat lai in meinyatakan bahwa hukum pi idana meirupakan peini inggalan darii 

keibi iadaban ki ita masa lalu yang se iharusnya di ihi indarii.57 Peinanggulangan 

keijahatan seicara peinal di ilakukan seiteilah teirjadi inya ti indak pi idana, deingan 

tujuan meimbeiri ikan hukuman atau sanksi i yang seisuai i. Peinjatuhan hukuman 

di idasarkan pada ti ingkat keisalahan dan dampak yang di itiimbulkan oleih 

peirbuatan meireika, deingan teitap meimpeirtiimbangkan aspeik keiadi ilan. Seilai in i itu, 

proseis peimbi inaan meinjadi i bagi ian peinti ing dalam upaya i ini i agar peilaku 

keijahatan meinyadarii bahwa ti indakan me ireika teilah meilanggar hukum dan 

meirugiikan masyarakat luas. 

Upaya peinal di iposi isiikan seibagai i ulti imum reimeindi ium yai itu asas yang 

meinyatakan bahwa hukum piidana meirupakan upaya te irakhi ir dalam 

meinyeileisai ikan masalah hukum.58 Upaya peinal di ipeirlukan dalam 

peinanggulangan keijahatan, untuk me inyalurkan ”keiti idaksukaan masyarakat” 

(soci ial di isliikei) atau yang seikali igus juga di iharapkan me injadii sarana 

”peirliindungan sosi ial” (soci ial deifeincei).59 Oleih kareina i itu seiri ing di ikatakan 

bahwa ”peinal poli icy” meirupakan bagi ian i inteigral darii ”soci ial deifeince i 

poli icy”.60 

Upaya peinal yang beirsiifat reipreisi if meirupakan upaya yang di ilakukan mulai i darii 

peinyeili idi ikan, di iteiruskan deingan peinyi idi ikan, peinuntutan, peimeiri iksaan si idang 

di i peingadi ilan dan di iteitapkan hukumannya ole ih haki im,61 hal i ini i di ilakukan untuk 

 
57 Emilia Susanti, Op.Cit, hlm.36.  
58 Website: LawUI, https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-

hukum/, diakses pada 25 Mei pukul 12:46.  
59 Ibid, hlm.38. 
60 Maroni, Pengantar Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung: Aura, 2016, hlm. 43. 
61 M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.109. 

https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/
https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/
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meimbeiri ikan eifeik jeira keipada seiti iap peilaku keijahatan, agar ti idak me ilakukan 

peingulangan keijahatan. Dalam peilaksanaanya upaya pe inal di ilakukan deingan 

meitodei peirlakuan (treiatmeint) dan peinghukuman (puni ishmeint).62 Upaya 

peinanggulangan keijahatan seicara peinal deingan sanksi inya beirupa pi idana hanya 

akan di igunakan untuk me inanggulagii keijahatan apabi ila ti idak ada cara lai in yang 

dapat di igunakan (ulti imum reimeidi ium) dalam peineigakan hukum.63 

2.   Upaya Peinaggulangan Keijahatan Seicara Non Peinal 

Upaya peinanggulangan keijahatan meilalui i upaya non peinal meirupakan upaya 

yang di iteimpuh dii luar hukum piidana (non peinal poliicy). Upaya i ini i 

meini iti ikbeiratkan pada peinceigahan seibeilum teirjadi inya keijahatan, seipeirti i 

keibi ijakan dalam rangka upaya peini ingkatan tari if hi idup dan keiseijahteiraan 

masyarakat, keibi ijakan dalam bi idang keiseihatan, peindi idi ikan masyarakat dan lai in 

seibagai inya.64 Meingi ingat upaya peinanggulangan keijahatan leiwat jalur non 

peinal leibi ih meingarah pada ti indakan peinceigahan keijahatan, maka dalam hal i ini i 

sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusi if peinyeibab teirjadi inya keijahatan. 

Faktor-faktor kondusi if i itu antara lai in, beirpusat pada masalah-masalah atau 

kondi isi i-kondi isii sosi ial yang seicara langsung atau ti idak langsung dapat 

meini imbulkan suatu ke ijahatan.65  
 

Peinanggulangan keijahatan meilalui i upaya non peinal peirlu diigali i, di ikeimbangkan 

dan meimanfaatkan se iluruh poteinsi i dukungan dan parti isi ipasi i masyarakat dalam 

upaya untuk me ingeifeikti ifkan dan me ingeimbangkan “eixtra-leigal systeim” atau 

“iinformal and tradi itiional systeim” yang ada dalam masyarakat. Upaya i ini i dapat 

di iteimpuh deingan meinyeihatkan masyarakat le iwat keibi ijakan sosi ial dan deingan 

meinggali i beirbagai i poteinsi i yang ada dalam masyarakat i itu seindi iri i.66 Upaya i inii 

dapat di iteimpuh meinggunakan dua cara, yai itu: 

a. Prei-eimti if, meirupakan upaya awal yang di ilakukan oleih peineigak hukum 

untuk meinceigah teirjadi inya keijahatan. Upaya i ini i beirtujuan 

 
62 Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Remadja Karya, 1989, hlm 139.  
63 Emilia Susanti, Op. Cit. hlm.45. 
64 Maroni, Op.Cit. hlm.9. 
65 Emilia Susanti, Op.Cit, hlm.47. 
66 Ibid, hlm.52. 
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meinghi ilangkan keiseimpatan atau ni iat seiseiorang dalam me ilakukan tiindak 

pi idana deingan meinanamkan ni ilaii-ni ilaii seirta norma-norma yang bai ik 

dalam seiti iap i indi ivi idu. Peimeiri intah meimeigang peiran peinti ing dalam 

meinjalankan strate igi i peinanggulangan keijahatan seicara si isteimati is, 

teirmasuk meilalui i eidukasi i sosi ial yang dapat meimeingaruhii pola keihi idupan 

masyarakat. Salah satu langkah konkre it yang dapat di ilakukan adalah 

meimbangun keisadaran teintang dampak neigati if keijahatan, bai ik bagi i 

korban, peilaku, maupun liingkungan sosi ial. Deingan me imahami i aki ibat 

buruk dari i ti indakan kriimi inal seirta konseikueinsi i hukumnya, masyarakat 

di iharapkan dapat te irhiindar dari i peiri ilaku yang meilanggar aturan hukum 

dan le ibi ih akti if dalam meinci iptakan li ingkungan yang aman, te irtiib, dan 

harmoni is. 

b. Preiveinti if, upaya preiveinti if iini i di ikeinal seibagai i ti indak lanjut dari i upaya prei-

eimti if yang masi ih dalam tahap peinceigahan seibeilum teirjadi inya keijahatan. 

Upaya peiveinti if meirupakan upaya yang di ilakukan deingan meinghi ilangkan 

atau me imi ini imali isi ir keiseimpatan untuk meilakukan keijahatan. Dalam 

upaya preiveinti if biiasanya di ilakukan deingan dua meitodei yai itu meitodei 

morali isti ik dan meitodei aboli isiioni isti ik. Morali istiik di ilakukan deingan cara 

meimbi ina meintal spi iri itual yang dapat di ilakukan oleih para ulama, 

peindi idi ik, dan laiin seibagai inya. Seidangkan, cara aboli isiioni isti ik adalah cara 

peinanggulangan beirsiifat konseipsi ional yang harus di ireincanakan deingan 

dasar peineili iti ian kriimi inologi i, dan meinggali i seibab-seibabnya dari i beirbagai i 

faktor yang sali ing beirkai itan. Untuk meimpeirkuat keimampuan opeirasi ional 

peinanggulangan peirlu pula di ipadukan 3 keimauan, yai itu: keiheindak 

peimeiri intah (polli iti ical wiill) deingan beirbagai i upaya peirlu di idukung oleih 

ci itra sosi ial (soci ial wi ill) meilalui i beirbagai i meidi ia meilancarkan keiheindak 

peimeiri intah, seirta keikuatan yang ti idak boleih di ilupakan adalah human atau 

i indi ivi idual wiill, beirupa keisadaran untuk patuh/ taat pada hukum se irta 

seinanti iasa beirusaha meinghi indarkan di iri i untuk ti idak beirbuat keijahatan.67

 
67 Abintoro Prakoso, Op. Cit, hlm.170. 



 

  

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.   Pendekatan Masalah 

 

Meitodei peineili iti ian yang di ilakukan dalam peineili iti ian i ini i adalah meitodei peineili iti ian 

eimpiiri ical reiseiarch. Meinurut Ronny Soe imiitro, peineili iti ian hukum eimpi iri is dapat 

di iartiikan seibagai i i ilmu sosi ial yang me irupakan peineili iti ian hukum deingan data 

yang di iobseirvasi i dan di ipeiroleih langsung dari i sumbeirnya.68 

B.   Sumber dan Jenis Data 

 

Data yang di ipeirgunakan dalam peineili iti ian i ini i adalah seibagai i beiri ikut: 

1. Data Pri imeir 

Data pri imeir adalah data yang di ipeiroleih langsung dari i obseirvasi i lapangan. 

Dalam rangka peineili iti ian lapangan teirutama yang meinyangkut pokok bahasan 

skri ipsi i i inii, data di ipeiroleih meilalui i wawancara teirhadap beibeirapa peineigak 

hukum dari i Iinspeiktorat, Polreis dan Keijaksaan yang teirkai it deingan peimbahasan 

pada peineili iti ian i ini i. Seirta peilaku keijahatan korupsi i dana deisa yang dalam hal iini i 

meirupakan Peijabat Deisa. 

2. Data Seikundeir 

Bahan hukum seikundeir meirupakan bahan hukum yang di ipeiroleih meilalui i studi i 

keipustakaan deingan cara meimbaca, meinguti ip dan meineilaah peiraturan 

peirundang-udangan, buku-buku, dokumein, kamus, arti ikeil dan liiteiratur hukum 

lai innya yang beirkeinaan deingan peirmasalahan yang di ibahas, yang teirdi iri i dari i:  

a. Bahan hukum pri imeir, yai itu bahan hukum yang meimi iliiki i keikuatan hukum 

meingi ikat. Dalam hal i ini i bahan hukum pri imeir teirdi iri i dari i: 

1. Undang-Undang Dasar Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 1945. 

 
68 Ronny Hanitijo Soemitro, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010, hal.154. 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 teintang Peirubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Teintang Peimbeirantasan 

Ti indak Pi idana Korupsi i. 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Teintang Komi isii 

Peimbeirantasan Korupsi i. 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Teintang Deisa. 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Teintang Peimeiri intahan 

Daeirah. 
 

 

b. Bahan hukum seikundeir, yai itu bahan-bahan yang meimbeiri ikan peinjeilasan 

teintang bahan hukum pri imeir. Bahan hukum i ini i teirdi iri i dari i beirbagai i 

li iteiratur, buku-buku, arti ikeil, jurnal, peindapat-peindapat sarjana, kasus-

kasus hukum, yuri isprudeinsi i dan norma-norma yang beirkai itan deingan topi ik 

peineili iti ian anali isi is kri imi inologi i keijahatan korupsi i dana deisa oleih peijabat 

deisa. 

c. Bahan hukum teirsi ieir, yai itu Bahan hukum yang meimbeiri ikan peinjeilasan 

teirhadap bahan hukum pri imeir dan bahan hukum seikundeir teirdi iri i dari i 

kamus beisar bahasa Iindoneisi ia, kamus hukum, meidi ia massa, i inteirneit yang 

beirkai itan deingan masalah yang akan di ibahas atau di iteili itii  dalam skri ipsi i i ini i.  

C.   Penetuan Narasumber  

 

Peineili iti ian i inii meimbutuhkan narasumbeir seibagai i sumbeir i informasi i untuk 

meilakukan kaji ian dan meinganali isi is data seisuai i deingan peirmasalahan, yai itu: 

1. Peinyeidi ik Keipoli isi ian Pada Polreis Tulang Bawang  = 1 orang 

2. APIiP Pada Iinspeiktorat Kabupatein Tulang Bawang   = 1 orang 

3. Jaksa Pada Keijaksaan Neigeiri i Tulang Bawang  = 1 orang 

4. Peilaku Keijahatan Korupsi i Dana Deisa/ Keipala Deisa  

di i Kabupatein Tulang Bawang     = 1 orang 

5. Dosein Fakultas Hukum Uni iveirsi itas Lampung    = 1 orang 

 + 

Jumlah        = 5 orang  

D.   Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Proseidur Peingumpulan Data 

Meitodei peingumpulan data dalam pe inuli isan skriipsi i iini i, di ilakukan deingan 

meinggunakan dua cara se ibagai i beiri ikut, yai itu:  
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a. Studii Lapangan (Fi ieild Reiseiarch) 

Studii lapangan meirupakan peineili iti ian yang di ilakukan deingan cara 

wawancara (i inteirvi ieiw) yai itu seibagai i usaha meingumpulkan data deingan 

meingajukan peirtanyaan seicara li isan, maupun deingan meinggunakan 

peidoman peirtanyaan seicara teirtuli is.  

b. Studii Keipustakaan (Lybrary Reiseiarch) 

Studii keipustakaan meirupakan seirangkai ian keigi iatan yang di ilakukan peinuli is 

deingan maksud untuk meimpeiroleih data seikundeir deingan cara meimbaca, 

meincatat dan meinguti ip dari i beirbagai i li iteiratur, peir-undang-undangan, 

buku-buku, meidi ia massa dan bahan teirtuli is lai innya yang ada hubungannya 

deingan peineili iti ian yang di ilakukan. 

2. Peingolahan Data  

Seiteilah data teirkumpul, bai ik studii keipustakaan maupun studii lapangan, maka 

data di iproseis meilalui i peingolahan data deingan langkah-langkah seibagai i beiri ikut:  

a. Eidi itiing, yai itu meimeiri iksa keimbali i keileingkapan, keijeilasan dan re ileivansi i 

deingan peineili iti ian. 

b. Klasi ifi ikasi i data yai itu meingklasiifi ikasi i/meingeilompokan data yang di ipeiroleih 

meinurut jeini isnya untuk meimudahkan dalam meinganali isi is data. 

c. Siisteimati isasi i data, yai itu meilakukan peinyusunan dan peineimpatan data pada 

seiti iap pokok se icara si isteimati is seihi ingga meimpeirmudah i inteirpreitasii data 

dan teirci ipta keiteiraturan dalam me injawab peirmasalahan.  

E.    Analisis Data 

 

Untuk meinganali isi is data dalam peineili iti ian i ini i, peinuli is akan me inggunakan 

meitodei anali isi is kuali itati if, yang artiinya hasi il peineili itiian i ini i di ideiskri ipsi ikan dalam 

beintuk peinjeilasan dan urai ian kali imat untuk di iiinteirpreitasiikan dan di itari ik 

keisi impulan me ingeinai i anali isi is kriimiinologi i keijahatan korupsi i dana deisa oleih 

peijabat deisa di i wi ilayah hukum Kabupate in Tulang Bawang, se ihi ingga dapat 

di ipeiroleih gambaran yang je ilas teintang masalah yang di iteili itii.



 

 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A.  Simpulan 

 

Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang Analisis 

Kriminologi Kejahatan Korupsi Dana Desa Oleh Pejabat Desa Studi Di Wilayah 

Hukum Kabupaten Tulang Bawang, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

a. Faktor penyebab kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa di 

Kabupaten Tulang Bawang muncul dari faktor Keserakahan (Greed) 

pelaku yang terdorong oleh ambisi pribadi untuk memenuhi kepuasan diri, 

sehingga berusaha mencapai tujuannya dengan berbagai cara, termasuk 

melakukan korupsi. Kesempatan (Opportunities) jabatan dan wewenang 

yang dimiliki pelaku sebagai pemegang atau penanggung jawab keuangan 

desa memberikan celah untuk melakukan penyalahgunaan dana. 

Kebutuhan (Needs) bagi sebagian orang, hidup mapan dan berkecukupan 

adalah hal yang harus disyukuri. Namun, ketika seseorang terdorong oleh 

gaya hidup hedonisme, mereka dapat melakukan kejahatan korupsi demi 

memenuhi keinginan tersebut. Pengungkapan (Exposures) faktor ini 

muncul sebagai konsekuensi dari tindakan korupsi yang dilakukan. Serta 

lemahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang tata 

kelola keuangan anggaran desa di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. 

b. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa 

dilakukan melalui upaya penal yang bersifat represif dimana jika laporan 

korupsi dana desa yang diterima ditemukan kerugian negara, pemerintah 

desa diberi waktu 60 hari untuk mengembalikannya. Jika tidak ada 

pengembalian atau terdapat indikasi korupsi, kasus akan dilimpahkan ke 

Pidsus kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut hingga persidangan dan 

dengan upaya non-penal yang bersifat preventive sebagai upaya 
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pencegahan sebelum terjadinya kejahatan korupsi dana desa seperti 

sosialisasi tentang pencegahan korupsi dan praktik pungutan liar berbasis 

teknologi informasi (cyber pungli) setiap 3 bulan sekali oleh pihak 

Kepolisian dan APIP yang melibatkan pejabat desa sebagai peserta utama, 

serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.  

B.   Saran 

 

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan permasalahan 

dalam skripsi ini adalah:  

1. Pemerintah daerah hendaknya memastikan adanya transparansi dalam 

pengelolaan dana desa dengan menerapkan sistem audit rutin dan 

pengawasan independen. Selain itu, perlu adanya pembinaan moral dan 

etika bagi aparatur desa guna menekan sifat serakah yang dapat mendorong 

kejahatan korupsi. Pemerintah pusat sebaiknya memperhatikan persyaratan 

tentang batas pendidikan seorang kepala desa, sehigga manajemen tata  

kelola anggaran desa tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. 

2. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dana desa dari sisi penal, aparat 

penegak hukum hendaknya bersikap tegas dalam menegakkan hukum, 

termasuk memberikan sanksi berat bagi pelaku agar menimbulkan efek 

jera. Sementara itu, dari sisi non-penal, pemerintah daerah sebaiknya 

memperkuat upaya pencegahan melalui pelatihan pengelolaan keuangan 

yang transparan serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap 

pejabat desa. Hal ini diperlukan agar setiap proses pengelolaan dana desa 

tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bebas dari praktik korupsi. 

Selain itu, masyarakat setempat juga sebaiknya turut berperan dalam 

pengawasan eksternal terhadap penggunaan dana desa. 
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